
 
 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 20 TAHUN 2011 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2006 

TENTANG TUNJANGAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC 

PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang   :   bahwa dalam upaya peningkatan kinerja bagi Hakim Ad Hoc di 

lingkungan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 

dan Mahkamah Agung, maka dipandang perlu untuk mengatur 

kembali besarnya tunjangan bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan 

Hubungan Industrial, dengan Peraturan Presiden; 

 

Mengingat    :     1.  Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2.   Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4356); 
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